Menimbang

SALINAN

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR: 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :35/PMK.07/2020 Tentang
Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Pcnanganan Pandemi
Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekoimian
Nasional;

bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/8J
dan Nomor 177 /KMK.07 /2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya
Beli Masyarakat dan Perekonomiam Nasional,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan
penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Perlu
Memprioritaskan Pengunaan APBD untuk antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan COVID-19;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Mendahului
Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

Mengingat........



admin
SALINAN


Mengingat

2.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

7.Undang-Undang............
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11.

12.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

13.Peraturan.............
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14.

15.

16.
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18.
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

19.Peraturdn...............
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik indonesia Talun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penenganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Anncaman yang Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 655);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2019 Nomor 11);

26.Peraturan...............
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26.Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaian Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2019 Nomor 86);
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020 MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Penyesuaian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
mengakibatkan Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Batang Hari dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

a) Semula Rp.1.471.060.328.052,90
b) Bertambah/Berkurang Rp. (209.327.005.800,85)
Jumlah Daerah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.261.733.322.252,05

(2) Belanja Daerah

a) Semula Rp. 1.481.246.066.352,90
b) Bertambah/Berkurang Rp. (214.265.010.069,85)
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 1.266.981.056.283,05

Surplus/ Defisit.............
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Surplus/ Defisit setelah perubahan

(3) Pembiayaan Daerah:

a) Semula Rp. 27.468.886.000,00
b) Bertambah /Berkurang Rp. (17.721.151.969,00)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 9.747.735.031,00
2. Pengeluaran
a) Semula Rp. 17.283.147.700,00
b) Bertambah /Berkurang Rp.(12.783.147.700,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4.500.000.000,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 164.579.483.837,00
2) Bertambah /Berkurang Rp. (44.915.171.481,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 119.664.312.355,00
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp.1.050.154.611.195,00
2) Bertambah /Berkurang Rp. (167.500.935.319,85)
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp.882.653.675.875,15
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1) Semula Rp. 256.326.233.020,90
2) Bertambah /Berkurang Rp. (3.089.101.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Setelah Perubahan Rp. 259.415.334.020,90

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
Jenis Pendapatan :
a.Pajak Daerah..............




a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 52.021.445.890,00
2) Bertambah /Berkurang Rp.  (12.628.465.039,00)
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 39.392.980.851,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 7.535.146.450,00
2) Bertambah /Berkurang Rp. (979.149.000,00)
Jumlah Reribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 6.555.997,450,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 18.662.400.000,00
2) Bertambah /Berkurang Rp. (8.000.000.000,00)
Jumlah Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 10.662.400.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 86.360.491.497,00
2) Bertambah /Berkurang Rp. (23.307.557.442,00)
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 63.052.934.055,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
Jenis Pendapatan :

a.Dana Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak..............




(4)

a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 170.425.539.195,00
2) Bertambah /Berkurang Rp. (31.632.856.319,85)
Jumlah Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan Rp. 138.792.682.875,15
b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 642.177.533.000,00
2) Bertambah /Berkurang Rp. (70.279.731.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 571.897.802.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 237.551.539.000,00
2) Beratambah/Berkurang Rp. (65.588.348.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 171.963.191.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
Jenis Pendapatan :
a. Pendapatan Hibah
1) Semula Rp. 4.500.000.000,00
2) Bertambah /Berkurang Rp. -
Jumlah Dana Hibah Setelah Perubahan Rp. 4.500.000.000,00

b.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

............




(1)

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1) Semula

2) Bertambah /Berkurang

Jumiah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Setelah Perubahan

c. Dana Penyesaaian dan Otonomi Khusus

1) Semula

2) Bertambah/Berkurang
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Rp.
Rp.

63.354.655.020,90
10.000.000.000,00

Rp

Rp.

Rp. 73.354.655.020,90

. 144.892.178.000,00

(6.910.899.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan

1) Semula

2) Bertambah /Berkurang

Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi Setelah Perubahan

e. Pendapatan Lain-Lain

1) Semula

2) Bertambah /Berkurang

. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya

Jumlah Pendapatan Lain-Lain Setelah Perubahan

‘Pasal 3

Rp. 137.981.297.000,00

Rp. 10.440.000.000,00

Rp. 10.440.000.000,00
Rp. --
Rp. 33.139.400.000,00
Rp. --

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

Rp. 33.139.400.

000,00

a.Belanja Tidak Langsung

...............
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a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 800.568.469.514,58
2) Berkurang Rp. 42.514.224.793,35
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 843.082.694.307,93

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 680.677.596.838,32
2) Bertambah /Berkurang Rp.(256.779.234.863,20)
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 423.898.361.975,12

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 467.825.037.517,58
2) Bertambah /Berkurang Rp. -
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 467.825.037.517,58

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 600.000.000,00
2) Bertambah /Berkurang Rp. --
Jumlah Belanja subsidi Setelah Perubahan Rp. 600.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 70.274.618.500,00
2) Berkurang Rp. (3.822.100.000,00)
Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan Rp. 66.452.518.500,00

d.Belanja Bantuan Sosial.............
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d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula
2) Berkurang/Bertambah

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan

e. Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula
2) Bertambah

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan

f. Belanja Tidak terduga
1) Semula
2) Bertambah /Berkurang
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp. 47.017.600.000,00
Rp. --

Rp. 47.017.600.000,00

Rp. 211.851.213.497,00
Rp. 1.435.265.638,00
Rp. 213.286.479.

132,00

Rp. 3.000.000.000,00
Rp. 44.901.059.158,35
Rp47.901.059.15

8,35

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah /Berkurang

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula
2) Bertambah

Jumlah Belanja Barang dan jasa Setelah Perubahan

Rp. 93.247.336.400,00
Rp. i

Rp. 93.247.336.400,00

Rp. 287.007.592.125,00
Rp.(112.781.568.295,89)

Rp. 174.226.023.829,11

c.Belanja Modal

..............
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c. Belanja Modal

1) Semula Rp.300.451.468.313,32
2) Bertambah /Berkurang Rp.(134.997.666.567,31)
Jumlah Belanja Modal Setelan Perubahan Rp. 156.453.810.746,01
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 27.468.886.000,00
2) Bertambah /Berkurang Rp. (17.721.151.969,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 9.747.734.031,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 17.283.147.700,00
2) Bertambah /Berkurang Rp. (12.783.147.700,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 4.500.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. SilPA Tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. --
2) Bertambah/Berkurang Rp. -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. --

b.Pencairan Dana Cadangan..........
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b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp.
2) Bertambah /Berkurang Rp.

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp.
2) Bertambah /Berkurang Rp.

Rp.

Jumlah Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp.
2) Bertambah /Berkurang Rp.

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan

e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp.
2) Bertambah /Berkurang Rp.

Rp.

Rp.

Jumlah Penerimaan Kembali perbaikan Pinjaman setelah Perubahan

f. Penerimaan Piutang

1) Semula Rp.
2) Bertambah /Berkurang Rp.

Rp.

Jumlah Penerimaan Piutang Perubahan

Rp.

(3).Pengeluaran

............
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan
1) Semula

2) Bertambah/Berkurang

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula

2) Bertambah/Berkurang

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

c. Pembayaran Pokok Utang
1) Semula

2) Bertambah/Berkurang

4.500.000.000,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah
1) Semula

2) Bertambah/Berkurang

Rp. --
Rp. --
Rp.
Rp. 17.283.147.700,00
Rp. (12.783.147.700,00)
Rp.
Rp. --
Rp. --
Rp.
Rp. --
Rp. =
Rp.

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan

Pasal 5

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran

terdiri dari :

Peraturan Bupati ini,




2.

Lampiran I

Lampiran II

3. Lampiran III

LI

10.

12.

13

. Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
. Lampiran XIII
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Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Penegasan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah,

Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan,;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah,;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun  Anggaran sebelumnya yang
dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah..

Pasal 6

Urusan Pemerintah Daerah

belum  diselesaikan dan

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : | 2f ~ 0({‘ 2020

‘ }SYAHIRS/AI;!”SY
Diundangkan di : Muara Bulian NP Sttty

Aniere WY
I

Pada Tanggal : 24 - oa} — 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BERITA 'DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2020 NOMOR : (,P,






